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ABSTRACT. Food safety in Indonesia is still far from safe, we often see food poisoning incidents that occur a
lot nowadays. In general, this often results in consumers being in a weak and disadvantaged position, so there is
a need for regulations that can bridge the interests of business actors and the interests of consumers without
harming either party. Forms of responsibility of a business actor towards consumers in the legal order in
Indonesia Civil liability based on legal events can be divided into two, namely: liability based on fault, namely
liability that can arise due to breaches of contract or unlawful acts, whether caused by careless actions or
intentional actions. Responsibility based on risk is the responsibility that must be borne by a business actor for
his business activities which cause losses to consumers.
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ABSTRAK. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa
keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Konsumen pada umunya tidak jarang hal tersebut
mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang
dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu
pihak.Bentuk tanggung jawab seorang pelaku usaha kepada konsumen pada tatanan hukum di Indonesia adalah
Tanggung jawab secara perdata berdasarkan peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertanggung
jawaban atas dasar kesalahan yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum baik yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena
kesengajaan. Pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang
pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang menerbitkan kerugian terhadap konsumen.

Kata Kunci : Keamanan, Tanggungjawab, Konsumen, Pangan

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi hanya pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau
jasa yang mempunyai daya saing tinggi dan memenangkan persaingan usaha. Di sisi lain
perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu
menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Lebih-lebih keadaan konsumen
yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen
berada di pihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Produsen sebagai pelaku usaha
mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang
sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena
itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu,
yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan

yang berlaku di kalangan dunia usaha.'

! Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
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Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip
business is business, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip
bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku usaha harus bekerja keras untuk
menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara
keseluruhan. Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan
menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional
secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggungjawab atas
pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum,
kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika
bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha
untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 angka 1) berarti
bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam
berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik
yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku
sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnnya

di bidang usaha.

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat
teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan
oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal salah satunya
adalah pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan
pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang yang sesuai kebutuhan dan diminati
oleh masyarakat namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat

dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan terhadap konsumen juga belum optimal.

Faktor internal dari konsumen itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai
produk yang akan dikonsumsi terutama masalah pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh
masyarakat tersebut. Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan
pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya
kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan
masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan,
namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa
mendapatkan keuntungan yang banyak. Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus

bertanggung jawab atas semua kelasalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau
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pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan

bahkan mungkin kematian.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat
peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Konsumen pada umunya tidak
jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan
dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha

dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.2

Berdasarkan penjelasan di atas perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen.
Perlindungan hukum sangatlah diperlukan dimana bagi Satjipto Rahardjo, “perlindungan
hukum merupakan usaha untuk mengintegrasikan beragam kebutuhan dalam asosiasi agar
tidak terjadi benturan antarkebutuhan dan bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.” (Nola, 2016: 40) Hal ini mengingat posisi situs yang memiliki nilai historis,

pendidikan maupun budaya pada satu sisi dan nilai ekonomis disisi lainnya.’

Sangat penting bagi konsumen yang menikmati produk untuk dikonsumsinya, karena
menyangkut dari kesehatan tubuhnya. Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya
seringkali mengabaikan kepentingan konsumen. Mengingat posisi tersebut konsumen sering
“terpaksa” menerima suatu barang/jasa, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi
demikian dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak

seimbang yang terlampau sering merugikan kedudukan konsumen.*

LATAR BELAKANG

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat sekarang ini, khususnya di Indonesia,
dengan makin meningkatnya perhatian terhadap masalah Perlindungan Konsumen bersamaan
dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Apabila di masa lalu pihak pelaku usaha dipandang sebagai suatu badan yang sangat berjasa
dalam perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian lebih besar, maka saat ini

perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan makin

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,hlm
170

3 Puluhulawa, Jufryanto, Mellisa Towadi, and Vifi Swarianata. "Perlindungan Hukum Situs
Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck." Reformasi Hukum 24.2 (2020): 189-208.

4 Hatu, Mohamad Akbar R., Weny Almoravid Dungga, and Waode Mustika. "Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan
Kadaluarsa." Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 1.2 (2023): 359-365.
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meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pihak konsumen dipandang lebih
lemah hukum, maka perlu mendapat perlindungan lebih besar di banding masa-masa yang

lalu.’

Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai
dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang
lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi
pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu
kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung
jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupu kelalaian. Inilah yang disebut
dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kemudian, hukum perdata memungkinkan
seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko
dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab, inilah
yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko. Kedua menimbulkan akibat dan

konsekuensi yang jauh berbeda.

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul
antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk
bertanggung jawab. Oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa
hukum yang ada, maka dapat dibedakan: pertama petanggung jawaban atas dasar kesalahan
adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan
melawan hukum atau karena tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggung jawaban
atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil

oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.’

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode penelitian kualitatif.
metode penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu.
Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang maupun satu orang saja.

Dalam kesempatan ini peneliti melakukannya sendiri. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif

5 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniwati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,
Bandung, 2000, hal. 43.

6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,hlm
170
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ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan

satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

1. Pendekatan kualitatif
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan
kualitatif untuk penelitian ini berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap,
pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari
wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil
baik dalam bentuk non-kuantitatif atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis
kuantitatif yang ketat. Umumnya, teknik wawancara kelompok fokus, teknik
proyektif dan wawancara mendalam digunakan
2. Metode Pengumpulan Data
Penulis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya
secara obyektif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini
peneliti menggunakan:

1. Teknik Observasi Disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan
perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indra, jadi
observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran,
peraba dan pengecap

2. Teknik Wawancara Adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan
berlangsung antara pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan narasumber (Interviewees) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. '

3. Teknik Studi Dokumentasi Adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya

4. Teknik Penyebaran Kuisioner Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk

dijawab.

3. Teknik Analisa Data
1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. PenarikanKesimpulan/Verifiksi
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya.

PEMBAHASAN
Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan

Dalam kamus besar bahasa indonesia, tanggung jawab (berarti menganggungg segala
sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatanya atau perbuatan orang lainya yang bertindak
untuk dan atas anamanya. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu, dapat diajukan dengan
gugatan perdata dimuka pengadilan oleh orang yang dirugikan. Liability dapat pula diartikan
sebagai kewajiban untuk membayar uang atau melaksanakan jasa lain; kewajiban pada

akhirnya harus dilaksanakan’

Tanggungjawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan
perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen diperlukan
kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh
tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-
kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang
disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Beberapa sumber formal hukum, seperti
perundang-undangan dan perjanjian di hukum keperdataan sering memberikan pembatasan
terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen yaitu pelaku usaha.
Disisi lain, walaupun konsumen yang sering dirugikan oleh produk dari pelaku usaha, tidak
pernah henti memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dengan alasan karena
kebutuhan dari konsumen. Kebutuhan-kebutuhan ini, khususnya kebutuhan ekonomi yang
dalam perkembangan saat ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi sekarang

ini, yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen,

7 Ibrahim, Anggriani, Nirwan Junus, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Tanggung Jawab PT.
Garuda Indonesia Terhadap Kerugian Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Konsumen Di
Bandara Djalaludin." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 1.4 (2023): 143-
164.
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dimana pelaku usaha membutuhkan konsumen demi mendapatkan laba atau keuntungan,
sedangkan konsumen memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dikarenakan

kebutuhan.®

Dilihat dari kacamata hukum bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha
sudah melanggar hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak alamiah. Hak
yang dimiliki dan tidak dapat dimiliki setiap orang dicabut. Semua negara dan umat manusia
harus bisa menerima manusia konsep hak asasi manusia, yang rumusannya telah

disempurnakan dengan mengadopsi berbagai konsep beragam kebangsaan dan agama.’

Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen Prinsip tanggung jawab merupakan
perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-
kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang
harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-
pihak terkait.'’

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on faulf)
Berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum
berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, Pasal 1365, 1366, 1367
prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan
pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dan
mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu a) adanya perbuatan; b) adanya unsur
kesalahan; c) adanya kerugian yang diderita; d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan

dan kerugian.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat

dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian
Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (negligence) adalah prinsip
tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tangyagung jawab yang

ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.''

8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 59
9 Towadi, Melissa. "The Application of Sharia Magashis on the Protection of the Rights of
Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia)." JILS 2 (2017): 43.
10 9 Tbid, hlm 59.

11 Tnosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab
Mutlak, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm 46.
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Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian
konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti
rugi kepada pelaku usaha. Negligence ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati
yang normal.

2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap
penggugat.

3. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.'?

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara
soal ada tidaknya suatu suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku
usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau
jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab produk adalah tanggung
jawab adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam

peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian.'?

Adapun yang dimaksud dengan negligence adalah suatu perilaku yang tidak sesuai
dengan standar kelakuan (standard of conduct ) yang ditetapkan oleh undang-undang demi
perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional. yang dimaksudkan

disini adalah adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati.

Prinsip yang cukup umum ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip pada ketiga
pasal ini dipegang secara mutlak ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggung
jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPdt
yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat

unsur pokok yaitu:

1) Adanya perbuatan adalah mengandung pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat

(pasif) sehingga perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik berupa pelanggaran

12 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm
148.

13 Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha
Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." Jurnal Legalitas 12.2 (2019) 100-
109.
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terhadap hak orang lain, terhadap kewajiban sendiri, terhadap kesusilaan, maupun
terhadap kepantasan/kepatutan.

2) Adanya kesalahan adalah berupa kesengajaan maupun kekurang hati-hatian.
Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari pelaku usaha untuk
menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu dapat diketahui atau dapat diduga akan
tejadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu. Kekurang hati-hatian
mempersoalkan masalah kelalaian, lalai mengambil tindakan yang sepatutnya
sehingga timbul akibat yang tidak dikehendaki.

3) Adanya kerugian yang diderita dimaksud adalah kerugian yang berbentuk unsur rugi,
biaya, dan bunga sebagaimana yang diuraikan sehubungan dengan wanprestasi pada
perjanjian dan kerugian sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.

4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang dimaksud adalah
kerugian yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum itu adalah kerugian
yang semata-mata timbul atau lahir karena terjadinya perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti harus dibuktikan kaitan antara kerugian dan

kesalahan pelaku pada perbuatan melawan hukum.

Selain itu faktor kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, tuntutan ganti rugi tersebut dapat

juga diajukan dengan bukti-bukti lain yaitu:

1. Pihak tergugat merupakan pelaku usaha yang benar-benar mempunyai kewajiban
untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian
konsumen.

2. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk
sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan

3. Konsumen menderita kerugian

4. Kelalaian pelaku usaha merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian
bagi konsumen'*

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of libility)

Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat
membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen rupanya mengadopsi sistem pembuktian ini, sebagaimana

14 Inosentius Samsul, op.cit, hlm 47.
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ditegaskan dalam pasal 19, 22, 23 dan 28. Dasar pemikiran dari teori pembuktian terbalik ini
adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan
sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah
(presumption of innocence) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam
kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka
yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat.
Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen

tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.

c¢. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of

nonliability)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di
mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia
bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas
dan pembatasan demikian biasanya secara common sanse dapat dibenarkan.'> Akan tetapi
prinsip ini tidak lagi diterapakan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab

dengan pembatasan uang ganti rugi.
d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan
kesalahan ataupun negligence nya pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai
pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya,
pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung
jawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban
mutlak (strict liability) tersebut.

Strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan malawan hukum), yaitu
prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada
kesalahan (sebagaimana tort umumnya ), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha
langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum
itu.

Prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi

mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab

15 Shidarta, op.cit, hlm 62.
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atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang
hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.'®

Pada tata hukum yang ada di Indonesia strict liability secara implisit dapat ditemukan
di dalam KUHPerdata pada pasal 1367. Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab
seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya,

Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada
konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus
mengganti kerugian itu. Sebaliknya pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa dia
tidak bersalah, yaitu bahwa dia telah melakukan produksi dengan benar malakukan langkah-
langkah pengamanan yang wajib dia laksanakan.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum
digunakan untuk “ menjerat “ pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan
produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama
product liability. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan
dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia
dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain,
yaitu sehat, aman, dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi
persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus
benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan
berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang
dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan
berbahaya.'’

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
menjelaskan bahwa: “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang yang
dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk

dikonsumsi”.

16 Janus Sidablok, op.cit, hlm 101.
17 Tbid, hlm. 169
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Keamanan pangan yang dikehendaki dari undang-undang pangan ini adalah suatu
langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen, mengingat
perekembangan teknologi pengolahan pangan di salah satu sisi membawa hal-hal positif
seperti peningkatan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan. Akan tetapi pada sisi
lain teknologi pangan akan menyebabkan beberapa risiko tidak aman bagi makanan yang
dikonsumsi, seperti zat pengawet makanan atau zat-zat kimia lain yang berbahaya untuk
kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia memadai maka diperlukan sistem pangan yang
mampu memberikan perlindungan terhadap manusia yang mengkonsumsinya, salah satu
bentuk perlindungan yang dibuat adalah undangundang pangan.

Pada Undang-Undang Pangan masalah keamanan pangan diatur pada Pasal 67 yaitu:

1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis,
bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis,
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan
manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan di atas terlihat jelas bahwa keamanan pangan
terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran.
Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut pasal 69 Undang-Undang
Pangan adalah: Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

a) Sanitasi Pangan;

b) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;

c) Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;

d) Pengaturan terhadap iradiasi pangan;

e) Penetapan standar kemasan pangan;

f) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan

g) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa ketentuan tentang pasal 69 Undang-
Undang Pangan yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dihubungkan dengan pasal 1365
KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai
dengan standar keamanan pangan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang
mengkonsumsi produk pangan tersebut membahayakan bagi kesehatan konsumen dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tentang keamanan pangan adalah

dengan cara melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan
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menjual pangan yang berbahaya yaitu dengan cara membuktikan kesalahan si pelaku usaha
dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau dengan cara membebankan risiko

kesalahan terhadap pelaku usaha dengan menggunkan prinsip tanggung jawab mutlak.

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab seorang pelaku usaha kepada konsumen pada tatanan hukum
di Indonesia adalah Tanggung jawab secara perdata berdasarkan peristiwa hukum dapat
dibedakan menjadi dua yaitu: pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yaitu tanggung
jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum baik
yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena kesengajaan.
Pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh
seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang menerbitkan kerugian terhadap konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tentang keamanan pangan adalah
dengan cara melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan
menjual pangan yang berbahaya yaitu dengan cara membuktikan kesalahan si pelaku usaha
dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau dengan cara membebankan risiko

kesalahan terhadap pelaku usaha dengan menggunkan prinsip tanggung jawab mutlak.
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